BAB I
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUS
NOMOR 46/PUU-VI11/2010 TENTANG KEDUDUKAN ANAK
DI LUAR PERKAWINAN
A. Sgarah Mahkamah Konstitusi (MK)

Lembaran sejarah pertama Mahkamah Konstitusi (M#glah
diadopsinya ide Mahkamah Konstitugionstitutional court)dalam
amandemen konstitusi yang di lakukan oleh MajeksnRisyaratan
Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumusleam
ketentuan pasal 24 ayat (2) dan pasal 24C Undauiguhén Dasar
1945 hasil perubahan ketiga yang disahkan padavemiloer 2001.
Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan saatu
perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan moglany
muncul pada abad ke-20 ini. Ditinjau dari aspek twakegara kita
tercatat sebagai negara ke-78 yang membentuk MKaligak
merupakan negara pertama di dunia pada abad kar@lrgembentuk
lembaga ini.

Sementara MK belum terbentuk, MPR menetapkan Mabhkam
Agung (MA) untuk menjalankan fungsi MK, yakni sejdisahkannya
pasal 3 aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1&4ib gerubahan
keempat, pada 10 Agustus 2002. Untuk mempersiapkagaturan
secara rinci mengenai MK, Dewan Perwakilan Raky®R) dan

Pemerintah membahas Rancangan Undang-Undang (R&HtBng
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Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasandaiem, DPR
dan Pemerintah menyetujui secara bersama pembentukdang-
Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Kaosstitada 13
Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada arijuga
(Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 98, Tambahanb&em
Negara Nomor 4316).

Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2008sitRen
melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 20@8gangkat 9
(sembilan) hakim konstitusi untuk pertama kalinyagy dilanjutkan
dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim ksnstitIstana
Negara, pada 16 Agustus 2003.

Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpaha
perkara dari MA ke MK, pada 15 Oktober 2003, yarenandai mulai
beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cakekgasaan
kehakiman menurut ketentuan Undang-Undang Dasab.18Milai
beroperasinya kegiatan MK juga menandai berakhikgwenangan
MA dalam melaksanakan kewenangan MK sebagaimamnaadiatkan
oleh pasal 3 Aturan Peralihan Undang-Undang D45
a. Kedudukan

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga

negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yangekzerd

“1 Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamahstiasi Republik
Indonesia, Jakarta, 2011.
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untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkamhdan
keadilan.
b. Kewenangan
Mahkamah Konstitusi Rl mempunyai 4 (empat)
kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimanar diatam

Undang-Undang Dasar 1945.

1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Indonesia Tahun 1945;

2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

3. Memutus pembubaran partai politik, dan

4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan urfitim.

c. Kewajiban
Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas
pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Predidaga:
1. Telah melakukan pelanggaran hukum berupa
a) Penghianatan terhadap Negara,
b) Korupsi,
c) Penyuapan,
d) Tindak pidana berat lainnya;

2. Atau perbuatan tercela, dan/atau

“2 | bid.
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3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden daniatakil
Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD NegarabRepu
Indonesia Tahun 1948,

Mengacu dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003atent
Mahkamah Konstitusi, dalam bab [l mengenai kedudukin
susunan menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi rakampsalah
satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kedrakyang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna rakkag hukum
dan keadilan. Karena memiliki spesialisasi yaitunmgis perkara
pada tingkat pertama dan terakhir sehingga letakeyada di Ibukota
Negara Republik Indonesia (Jakarta).

Mahkamah Konstitusi memiliki 9 (sembilan) anggotakim
konstitusi yang ditetapkan sesuai dengan Keputésasiden, yaitu
Moh. Mahfud MD (Ketua), Ahmad Shodiki (Anggota), N&aFarida
Indrati (Anggota), Harjono (Anggota), Ahmad FadlBumadi
(Anggota), Anwar Usman (Anggota), Hamdan Zoelvaddata), M.

Akil Mochtar (Anggota), Muhammad Alim (Anggota).

43 Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstit@sisal | Ayat 2.
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. Struktur Organisasi Kepaniteraan dan Sekretarizdelal Mahkamah

KETUA
WAKIL KETUA
HAKIM KONSTITUSI
[ |
SEKRETARIS JENDERAL i
PANITERA
o i e
BIRD BIRD BIRD PUSAT PUSAT
PERENCANARN KELAMGAN HUBUNGAN BIRD PEMELITIAN DAN PENDIDTHAN !‘. i
DaN DAN MASYARAKAT LIMLIM PENGKAIIAN FERKERA, FANCASILA
PENGAWASAN WEPEGAWAIAN DN PENGELOLAAN TERNOLOGI DAN PANITERA MUDA | PANITERA MUDA II
PROTOKOL INFORMAST DAN KONSTITUST
KOMUNIKAS
CATATAN :
= Gard Komando
= Gans Koordinasi

B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-V111/2010 Tentang

Kedudukan Anak Di luar Perkawinan

Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara konstifpada

tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusaland perkara

permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahud4 thtang

Perkawinan

terhadap Undang-Undang Dasar Negara bRepu

Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Hj. Aisiéochtar alias

Machica Mochtar, yang lahir pada tanggal 20 Maré¥(0l dan

4 Www.mahkamahkonstitusi.com.
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beralamat di JI. Camar VI Blok BL 12 A, RT/RW2J008,

Desa/Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok, Keoupaten
Tangerang, Banten. Dan anak yang bernama Muhammbdl |
Ramadhan bin Moerdiono, lahir pada 5 Februari 1@8anjutnya
disebut para pemohon).

a. Duduk Perkara

Menimbang bahwa para pemohon telah mengajukan heman
pada hari senin, 14 Juni 2010 yang diterima Kepeamin Mahkamah
Konstitusi berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Feoman Nomor
211/PAN.MK/2010 dan diregistrasi pada Rabu, 23 010 dengan
Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dantedma di
Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Agustus 26&fguraikan hal-

hal sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 20 Desember 1993, di Jakartah tel
berlangsung pernikahan antara Pemohon (Hj. Aisyabchtar alias
Machica binti H. Mochtar Ibrahim) dengan seorankj-laki bernama
Drs. Moerdiono, dengan wali nikah almarhum H. Meoctarahim,
disaksikan oleh 2 orang saksi, masing-masing besnalmarhum KH.
M. Yusuf Usman dan Risman, dengan mahar beruparasegiat alat
shalat, uang 2.000 Riyal (mata uang Arab), satupsehiasan emas,
berlian dibayar tunai dan dengan ijab yang diucapiah wali tersebut

dan gobul diucapkan oleh laki-laki bernama Drs. Mamo.
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Pada waktu itu Moerdiono menikahi Machicha dengaadikan
sudah beristri dan mengenai kelengkapan untuk negRkea pernikahan
keduanya kepada lembaga pencatatan tidak bisaulldalkkarena syarat
dalam ketentuan untuk berpoligami tidak didapatkarsehingga terjadi
perkawinan yang hanya dilakukan menurut hukum agatdaa

meniadakan hukum negara.

Sesuai dengan pasal 2 ayat (2) UUP menyatakan -tfipp
perkawinan dicatat menurut peraturan perundangngata yang
berlaku.” Dengan berlakunya UU tersebut maka sugasti sebagai
warga Negara Indonesia harus mentaatinya guna rpangerlakuan
yang sama di muka hukum. Akan tetapi hal terseleubdidla dengan
pernikahan yang terjadi antara Machicha MochtargdenMoerdiono
karena pernikahan yang telah berlangsung tidaktati@n kepada
lembaga yang berwenang sehingga hak konstitusigaaebagai warga

Negara Indonesia tidak sepenuhnya didapatkan.

Menurut hukum agama yang dianut oleh keduanyanlslauatu
perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuagae syarat dan
rukun yang berlaku dalam Islam dan hal itu jugausedengan pasal 2
ayat (1) UUP yaitu “perkawinan sah adalah perkawipang dilakukan
menurut hukum masing-masing agamanya dan keperuayaaitu.”
Secara pengertian pernikahan yang terjadi antahiglaa Mochtar dan
Moerdiono adalah sah menurut hukum agamanya (Isidam) sesuai

dengan pasal 2 ayat (1) UUP, akan tetapi tidak rkatigaturan yang
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telah dibuat oleh pemerintah tentang perlindungahatdap perkawinan
yang telah terjadi yaitu pasal 2 ayat (2) UUP daibainya perkawinan
antara Machicha Mochtar dan Moerdiono tidak memillekuatan

hukum.

Hal tersebut diatas tidak senafas dengan pasala®aB(1) UUD
1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhakbeetiok keluarga
dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yaay dan pasal 28D
ayat (1) UUD 1945 bahwa “setiap orang berhak agag@kuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sextlakuan yang sama
dihadapan hukum”. Melihat dari ketentuan pasaldpéssebut maka
tidak adil jika perkawinan yang telah terjadi attatah menurut hukum
agamanya (Islam) akan tetapi dengan adanya ketepasal 2 ayat (2)
UUP menjadi tidak sah, dan tidak mungkin norma agamedusir oleh
norma hukum dengan adanya ketentuan pasal tersg&lh#tnya nanti
menciderai ketentuan yang berlaku dalam agama bigrseOleh

karenanya Pemohon tidak memiliki kekuatan hukum.

Akibat dari adanya suatu perkawinan maka lahirkedrang anak
didalamnya dan oleh karena status perkawinan yelag tilakukan oleh
kedua orang tuanya adalah tidak sah dimuka hukuikarkaedudukan
anak pun juga menjadi tidak sah. Padahal dalanu ae&xnikahan yang
telah terjadi tidak ada seorang anak yang memiiltdhickan dalam
keadaan pernikahan sah atau tidak sah, anak aafalejiah dari Tuhan

yang harus dijamin kesejahteraannya, dan diakainddetentuan yang
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berlaku dan tidak adil jika akibat pernikahan dibawangan (sirri) yang
dilakukan oleh orang tuanya menjadi dampak terhadaj yang terlahir
tanpa dosa turunan. Dan tidak adil jika pernikagang sah menurut
agama dan tidak sah menurut hukum telah terjadg yauelibatkan
seorang laki-laki didalamnya akan tetapi untuktaeggungjawaban
kehidupan anak selanjutnya hanya diberikan kepbdadan garis atas

keturunannya.

Bahwa pasal (43) ayat (1) UU Perkawinan menyata&aak yang
dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hulaungperdata
dengan ibunya dan keluarga ibunya”, maka anak Pemdimanya
memiliki hubungan perdata ke ibunya, dan hal yasmmas juga dianut
dalam Islam. Hanya hal itu tidak benar jika normakdm UU
Perkawinan menyatakan seorang anak diluar perkawihanya
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan geludrunya,
karena berpijak pada sah atau tidaknya suatu per&aawnenurut norma
hukum. Begitu pun dalam Islam, perkawinan yang sadalah
berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Aqudan Sunnah,
dalam hal ini perkawinan Pemohon adalah sah darasdengan rukun
nikah serta norma agama sebagaimana diajarkan .Iskamena
perkawinan Pemohon bukanlah akibat dari perzinalgitu pula
dengan anaknya adalah anak yang sah. Dengan bertakasal 43 ayat
(1) UU Perkawinan maka hak-hak konstitusional Pemokelaku ibu

dan anaknya untuk mendapatkan pengesahan atakgbenmnya serta
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status hukum anaknya yang dijamin oleh pasal 2&8 @y dan ayat (2)
serta pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugik®ferujuk pada
ketentuan UUD 1945 ini maka pasal (2) ayat (2) dasal 43 ayat (1)
UU Perkawinan tidaklah senafas dan sejalan seldh taerugikan hak

konstitusional Pemohon sekaligus anaknya.

Sesuai ketentuan yang telah terurai di atas dalEnmhPemohon
merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berghkusuatu undang-
undang akibat tidak diberlakukan sama di muka hukéemohon
merasa bahwa status pernikahannya terhalangi alsdl () ayat (2) UU
Perkawinan, dalam ayat tersebut menyebutkan bahtiap-tiap
perkawinan dicatat menurut peraturan perundangagaia yang
berlaku”, dengan berlakunya pasal (2) ayat (2) Utsk&winan maka
hak-hak konstitusional Pemohon sebagai warga negadanesia yang
dijamin oleh pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) sedaal 28D ayat (1)

UUD 1945 telah dirugikan.

Mengingat kembali terhadap tidak senafasnya ankatantuan
pasal diatas mengakibatkan kedudukan Pemohon ftiliadrlakukan
sama di hadapan hukum dan kedudukan anaknya pak mtendapat
perlindungan hukum. Sehingga para Pemohon mengajpkagujian
materi pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan kepada MalakaKonstitusi.
Mengenai kedudukan hukum para Pemohon itu selgm@uterdapat

dalam salinan putusan yang penulis rangkum dalarbdean lampiran.
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b. Amar Putusan

Bahwa dengan berbagai pertimbangan dan alasan hyenhgda-
beda 9 Hakim MK mengabulkan permohonan para Pemokenena
melihat bahwa pasal 43 ayat (1) bertentangan deagemdemen pasal
28B UUD 1945 sehingga perlu untuk diatur kembalituidn

mensejahterakan anak bangsa.

Mengadili dan mengabulkan permohonan para Pemotmuk u
sebagian yaitu pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yawemyatakan,
“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memai hubungan
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bemegain dengan UUD
1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungarafzedtngan laki-
laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu perfygaa dan teknologi
dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata memgai hubungan
darah sebagai ayahnya. Sehingga dengan adanyampuatais Mahkamah
Konstitusi pada hari Jum’at, 17 Februari 2012 pakalayat (1) UU
Perkawinanharus dibaca “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan gelubonya serta
dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dikaktiberdasarkan
ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat Baktimenurut hukum
mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdatean

keluarga ayahnya”.
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Demikian diputuskan dalam Rapat PermusyawaratarinHaleh
sembilan Hakim konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD.clmad Sodiki,
Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Suma8inwar Usman,
Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alirada hari
Senin, 13 Februari 2012 dan diucapkan pada Sid#&p MMahkamah

Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jum’atFéBruari 2012.

. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan M ahkamah Konstitus Nomor
46/PUU-V111/2010 Tentang Kedudukan Anak Di luar Perkawinan

Menimbang dari permohonan para Pemohon adalahntgnig
materi UUP tahun 1974 pasal 2 ayat (2) dan pasaay&d (1), para
pemohon memiliki kedudukan hukun{legal standing}® untuk
mengajukan uji materi tersebut dan Mahkamah Karstimemiliki
kewenangan untuk mengadili permohonan ters&but.

Mengingat kembali terhadap putusan yang sudah Wiakean
oleh MK Nomor 006/PUU-111/2005 bertanggal 31 Mei@0dan putusan
MK Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 27 september 20@&hwa
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalgseimana dimaksud
pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syasaity:

a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemglang

diberikan oleh UUD 1945.

% UU MK pasal 51 ayat (1).
6 UUD 1945 pasal 24C ayat (1) dan UU No. 24 TahuiB2@ntang Mahkamah
Konstitusi pasal 10 ayat (1) huruf a.
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b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut &lemohon
dianggap dirugikan oleh berlakunya UU yang dimolamk
pengujian.

c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifasiiie(khusus) dan
aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menpeatlaran yang
wajar dapat dipastikan akan terjadi.

d. Adanya hubungan sebab-akib@ausal verband)antara kerugian
dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimaronk
pengujian.

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya pewmam
maka kerugian konstitusional seperti yang didatilkdak akan atau
tidak lagi terjadi.

Bahwa pada pokok perkaranya para Pemohon adalahnapgan
warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitaisyang diatur
dalam UUD 1945 yaitu pasal 28B ayat (1) yang meakat “setiap
orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkamrlkedn melalui
perkawinan yang sah”, pasal 28B ayat (2) yang ntekga “setiap anak
berhak atas kelangsungan hidup. Tumbuh, dan bekkegnderta berhak
atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminakiiy pasal 28D ayat
(1) yang menyatakan “setiap orang berhak atas peaga jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sextlakuan yang sama

di hadapan hukum”. Hak konstitusional tersebuthted@ugikan akibat
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berlakunya ketentuan pasal 2 ayat (2) dan pasght (4) UU Nomor
1/1974.

Memperhatikan akibat yang dialami oleh para Pematikaitkan
dengan hak konstitusional para Pemohon, menurukdahah Konstitusi
terdapat hubungan sebab-akib@tausal verband)antara kerugian
dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimaomplengujian,
sehingga para Pemohon memenuhi syarat kedudukaomhultuk
mengajukan permohonan tersebut. Oleh karenanya @ik Konstitusi
akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian
konstitusionalitas pasal 2 ayat (2) dan pasal 4& &) UUP Nomor
1/1974, khususnya mengenai hak untuk mendapatkéusgiukum anak.
Dan menimbang mengenai pencatatan perkawinan mnteperaturan
perundang-undangan adalah mengenai makna hulegal meaning)
pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan terspbnjelasan
umum angka 4 huruf b UUP Nomor 1/1974 tentang asas- atau
prinsip-prinsip perkawinan menyatakan “...bahwa tsuperkawinan
adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masiagng
agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping tigo-tiap
perkawinan harus dicatat menurut peraturan pergidadangan yang
berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalahashainya dengan

pencatatan peristiwa-peristiwva penting dalam kgiadu seseorang,
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misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalaorat-surat
keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalamrdadtecatatan”.
Berdasarkan hal tersebut pencatatan perkawinan nlarka
merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawdaanpencatatan
merupakan kewajiban administratif yang diwajibkarerdasarkan
peraturan perundang-undangan. Adapun faktor yangentekan sahnya
perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukarh algama dari
masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkanpgncatatan
perkawinan oleh negara melalui peraturan perundangngan
merupakan kewajiban administratif. Makna pentingnigawajiban
administratif berupa pencatatan perkawinan tersefgmurut Hakim MK
dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, darispektif negara,
pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsgara
memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakdan
pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan rygngpakan
tanggung jawab negara harus dilakukan sesuai depgasip negara
hukum yang demokratis yang diatur serta dituangalam peraturan
perundang-undangan. Sekiranya pencatatan dimakandgap sebagai
pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamalstiiei tidak
bertentangan dengan ketentuan konstitusional karpembatasan
ditetapkan dengan Undang-Undang dan dilakukan dengaksud
semata-mata untuk menjamin pengakuan serta pengtannatas hak

dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi amy#ng adil sesuai
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dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, kewmadan ketertiban
umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukeh negara
dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatanmhylanting dalam
kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutarg y@erimplikasi
terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dikemudmari dapat
dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan sa&ta otentik
sehingga perlindungan dan pelayanan oleh neg&aittdengan hak-hak
yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutdapat
terselenggara secara efektif dan efisien. Artingangan dimilikinya
bukti otentik perkawinan hak-hak yang timbul sebadgbat perkawinan
dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, kargdak diperlukan
proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tetegpikiran yang
lebih banyak seperti pembuktian asal-usul anakndgtasal 55 UUP
No0.1/1974 yang mengatur bahwa bila asal-usul andéktdapat
dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai habkan ditetapkan
dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pemibylaiay demikian
pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibangkan dengan akta otentik
sebagai buktinya.

Bahwa pokok permasalahan mengenai anak yang rdigathdi luar
perkawinan adalah mengenai makna huklegal meaningfrasa“yang
dilahirkan di luar perkawinan’ Untuk memperoleh jawaban dalam

perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula pesat@han terkait, yaitu
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permasalahan tentang sahnya anak. Secara alandaklah mungkin
seorang perempuan hamil tanpa terjadinya perterantara ovum dan
spermatozoa baik melalui hubungan sekdgaitus) maupun melalui
cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yammyebabkan
terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tegah tidak adil
manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir slaatu

kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawivaya memiliki
hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibAdgkah tidak tepat
dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-kng melakukan
hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya k&dradan kelahiran
anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai spobapak dan
bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-haktartzdap lelaki
tersebut sebagai bapaknya. Terlebih manakala |lsrkdes
perkembangan teknologi yang ada memungkinkan ddjmatktikan

bahwa seorang anak itu merupakan anak dari lakidaientu.

Akibat hukum dari peristiwva hukum kelahiran kardehamilan
yang didahului dengan hubungan seksual antara rgpquarempuan
dengan seorang lelaki adalah hubungan hukum yanglatimnya
terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal bajkng subjek
hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak. Berdasarkah tersebut
hubungan anak dengan seorang laki-laki yang mehkeba

kelahirannya (bapak biologis) tidak semata-mataeharadanya ikatan
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perkawinan akan tetapi dapat juga didasarkan pad@pktian adanya
hubungan darah antara anak dengan laki-laki terselnagai bapak.
Dengan  demikian, terlepas dari  prosedur/administras
perkawinannya, anak yang dilahirkan harus men#apagperlindungan
hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan laldaanak yang
dilahirkan di luar perkawinan padahal anak tersdidak berdosa karena
kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dikarirtanpa memiliki
kejelasan status ayah seringkali mendapatkan penhaang tidak adil
dan stigma di masyarakat. Hukum harus memberi nuientigan dan
kepastian hukum yang adil terhadap status seonaaly yang dilahirkan
dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhad&pyang dilahirkan
meskipun keabsahan perkawinannya masih diperseaigiet
Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak HamdatvaZoe
(Hakim MK) pada hari Senin, 25 Juni 2012 di kantdahkamah
Konstitusi. Bahwa mengenai pertimbangan Hakim MHaga putusan
MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak tiar
perkawinan adalah menurut MK tidak adil menempatkamya ibu yang
bertanggung jawab terhadap anak yang dilahirkais &tterlibatan
seorang laki-laki didalamnya, untuk itu MK dalam ngembalikan
keadilan ini ayah biologis juga harus bertangguawap terhadap anak
yang telah lahir yang dapat dibuktikan melalui aieknologi agar
nantinya anak tersebut memiliki hubungan perdatmgae ayah

biologisnya (pertanggung jawaban). Soal hubungamigi@® yang itu
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senasab atau tidak, MK tidak membahas mengenkarena tujuan MK
adalah mensejahterakan anak yang tidak bersalah.

Mengenai fenomena yang berkembang di masyaraké&hageo
dan kontra terhadap adanya putusan tersebut M tetgpegang teguh
pada prinsip perundang-undangan yang berlaku, yake@mberikan
hukuman bagi ayah biologisnya yang bisa dibuktikaelalui alat
teknologi untuk mensejahterakan anak hasil darerkbatan laki-laki
tersebut didalamnya. Meskipun ada sebagian kelorpgog§ mengatakan
bahwa putusan MK melampaui batas tapi hal tersédak membuat
putusan itu lemah dimata hukum karena sifatnyaadwd@hal.

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yaegitiki
kedudukan dan wewenang hukum secara mandiri, tdik peradilan
sebelum atau sesudahnya karena sifat putusannyahagertama dan
terakhir sehingga putusan yang dikeluarkan oleh Wtialah bersifat
final.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diambil kesampuahwa
mengenai kedudukan anak yang terlahir di luar peren adalah
menjadi tanggung jawab bersama, baik ibu maupu dyalogisnya
sehingga hal itu tidak menjadi diskriminasi terhadenak. Persoalan
anak itu memiliki nasab dengan orangtuanya atak tich| tersebut tidak
menjadi wewenang MK untuk menaungi hal itu.

Jadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan mmsmut

perkara tersebut tidak lain karena melihat dareketan perundang-
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undangan yang berlaku. Tidak adil jika pertanggiawgaban (secara
perdata) terhadap anak itu hanya dibebankan tephdma sedangkan
didalamnya terdapat seorang laki-laki yang terljadi sudah seharusnya
MK memberi ruang gerak bagi anak hasil di luar peikan karena
nantinya akan menimbulkan dampak psikologis temaaeak itu sendiri
dan jika itu terjadi maka MK telah tidak menjalankangsinya sebagai

lembaga peradilan.



